
WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang: a. bahwa  pembangunan  perekonomian  nasional  berdasarkan 
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagai salah 
satu tujuan berbangsa dan bernegara;

b. bahwa kegiatan ekonomi kreatif  di  Surabaya memiliki  arti
penting dan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi
masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai
wahana penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan,
dan pemerataan pendapatan masyarakat;

c. bahwa  mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  35  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi  Kreatif,  Pemerintah  Daerah  memiliki  tanggung
jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif, sehingga perlu
dibentuk peraturan daerah sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah daerah;

d. bahwa  dari  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah  Kota  Surabaya  tentang  Pengembangan  Ekonomi
Kreatif.

Mengingat:    1. Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  di  Lingkungan 
Propinsi  Jawa  Timur  (Berita  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor  2  Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas  Wilayah  Kotapraja  Surabaya  dan  Daerah  Tingkat  II 
Surabaya  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor  12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1965  Nomor  19,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan 
Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3817);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2008  Nomor  93,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012  Nomor  212,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5355);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 
266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5599);

8. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Paten 
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5922);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi  Geografis  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2016  Nomor  252,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5953);

10. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019  tentang  Ekonomi 
Kreatif  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2019 
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6414);
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11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
3591);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, 
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/  Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin 
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015  Nomor  329,  Tambahan  Lembaran  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5797);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  tentang 
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  17,  Tambahan 
Lembaran  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
6619);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang 
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 
2019 tentang Ekonomi Kreatif  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2022  Nomor  151,  Tambahan  Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

16. Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan 
Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 397);

17. Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  41/M- 
Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13) 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri 
Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 
41/M-Ind/Per/6/2008  Tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara 
Pemberian Izin  Usaha Industri,  Izin  Perluasan Dan Tanda 
Daftar Industri Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1500);

18. Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif/Kepala 
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 
tentang  Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria  Perizinan 
Berusaha  Berbasis  Risiko  Sektor  Ekonomi  Kreatif  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 
tentang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 
Seri  D,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi  Jawa Timur 
Nomor 6);

20. Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  10  Tahun  2023 
tentang  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  (Berita  Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 10 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SURABAYA
dan

WALI KOTA SURABAYA

Memutuskan:

Menetapkan: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENGEMBANGAN  EKONOMI 
KREATIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

4. Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  PD  adalah 
Perangkat Daerah Kota Surabaya.

5. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  selanjutnya 
disingkat  APBD  adalah  anggaran  pendapatan  dan  belanja 
daerah Kota Surabaya.

6. Kreatif  adalah  daya  cipta  atau  kemampuan  intelektual 
untuk  menciptakan  karya  dan/atau  produk  kreatif  yang 
memiliki  sifat  pembaharuan  atau  kreasi  baru  berdasarkan 
kecerdasan dan imajinasi.

7. Ekonomi  Kreatif  adalah  perwujudan  nilai  tambah  dari 
kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia 
yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau 
teknologi.
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8. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan 
kreativitas,  ketrampilan  serta  bakat  individu  dan/atau 
kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta 
lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya 
kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat 
tersebut.

9. Pengusaha  ekonomi  kreatif  adalah  orang  atau  sekelompok 
orang  yang  mengelola  usaha  dan/atau  memberdayakan 
produk-produk Ekonomi Kreatif.

10. Pelaku  Ekonomi  Kreatif  adalah  orang  perseorangan  atau 
kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha 
berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan 
berdasarkan  hukum  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan 
Ekonomi Kreatif paling lama 3 (tiga) tahun setelah berstatus 
sebagai badan hukum.

11. Pelaku  Ekonomi  Kreatif  Pemula  adalah  pelaku  yang 
melakukan  aktivitas  dan/atau  usaha  di  bidang  Ekonomi 
Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan 
hukum.

12. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif 
secara  sinergis  melalui  penetapan  berbagai  peraturan 
perundang-undangan  dan  kebijakan  diberbagai  aspek 
kehidupan ekonomi.

13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan 
Ekonomi  Kreatif  melalui  pemberian  fasilitas,  bimbingan, 
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan 
dan  meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  Ekonomi 
Kreatif.

14. Perlindungan  usaha  adalah  segala  upaya  yang  menjamin 
adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan 
kepada  usaha  untuk  menghindari  praktik  monopoli  dan 
pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.

15. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada 
dalam kegiatan  Ekonomi  Kreatif  yang  memiliki  keterkaitan 
satu sama lain dan kepentingan yang sama.

16. Pembinaan  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, 
dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan 
dan  bantuan  perkuatan  untuk  menumbuhkan  dan 
meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.

17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan 
Usaha  Menengah  dan/atau  dengan  Usaha  Besar,  disertai 
pembinaan  dan  pengembangan  oleh  Usaha  Menengah 
dan/atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 
memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
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18. Koordinasi  adalah  penyesuaian  dan  pengaturan  yang  baik 
dalam  rangka  padu  serasi  dan  sinergitas  Pengembangan 
Ekonomi Kreatif.

19. Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  atau 
dengan  sebutan  lain  yang  sudah  dilaksanakan  oleh 
perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen 
perusahaan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah 
ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat 
pada umumnya.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN SEKTOR

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. manfaat;

c. keadilan;

d. berkelanjutan; dan

e. identitas bangsa.

Pasal 3

Peraturan Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan:

a. mendorong  seluruh  aspek  Ekonomi  Kreatif  sesuai  dengan 
perkembangan  kebudayaan,  teknologi,  kreativitas,  inovasi 
masyarakat Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian 
global;

b. menyejahterakan  rakyat  Daerah  dan  meningkatkan 
pendapatan Daerah;

c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing 
global;

d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai 
seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi 
lokal; dan

e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Sektor  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  terdiri  dari  Sub  Sektor 
kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. aplikasi dan game developer;
b. arsitektur;
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c. desain interior;
d. desain komunikasi visual;
e. desain produk;
f. fashion;
g. film, animasi dan video;
h. fotografi;
i. kriya;
j. kuliner;
k. musik;
l. penerbitan;
m. periklanan;
n. seni pertunjukan;
o. seni rupa; dan
p. televisi dan radio

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Sumber daya manusia meliputi Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau 
Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi;

b. memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  menumbuhkan 
dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;

c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan 
pengembangan  dan  pemberdayaan  Ekonomi  Kreatif  dari 
Pemerintah Daerah;

d. mendapatkan pelindungan hukum; dan

e. mendapatkan  jaminan,  dukungan,  dan  fasilitas  dari 
Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pelaku dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, 
budaya bangsa;

b. menjalankan  usaha  secara  professional  dan  taat  terhadap 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan

c. ikut  serta  dalam  memajukan  dan  mengembangan 
perekonomian serta menyejahterakan kehidupan masyarakat.
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BAB IV
PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pengembangan  usaha  dilakukan  terhadap  Usaha  dan/atau 
Industri Kreatif.

(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:

a. fasilitasi pengembangan usaha; dan

b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 9

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

a. pengembangan riset;

b. pengembangan pendidikan;

c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;

d. penyediaan infrastruktur;

e. pengembangan sistem pemasaran;

f. pemberian insentif;

g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan

h. pelindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 10

(1) Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  terhadap 
pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Pengembangan  riset  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, 
perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

(3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2)  digunakan  sebagai  pembuatan  kebijakan  di  bidang 
Ekonomi Kreatif.
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Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan

Pasal 11

(1) Sistem  pengembangan  pendidikan  Ekonomi  Kreatif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun untuk 
menciptakan  dan  meningkatkan  kualitas  Pelaku  Ekonomi 
Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

(2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang 
Ekonomi  Kreatif  dikembangkan  berdasarkan  sistem 
pendidikan nasional melalui:

a. intrakurikuler,  kokurikuler,  atau  ekstrakurikuler  dalam 
jalur pendidikan formal; dan

b. intrakurikuler  dan  kokurikuler  dalam  jalur  pendidikan 
nonformal.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 12

(1) Pendanaan  dan  pembiayaan  Ekonomi  Kreatif  sebagaimana 
dimaksud Pasal 9 huruf c dapat bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a 
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pembiayaan disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan 
non bank.

(4) Pembiayaan yang bersumber dari  sumber lainnya yang sah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Ekonomi Kreatif, 
Pemerintah Daerah berwenang:

a. mengembangkan sumber pembiayaan khusus untuk Ekonomi 
Kreatif dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan 
bank;

b. mengembangkan  sumber  pembiayaan  alternatif  di  luar 
mekanisme lembaga pembiayaan;

c. mengembangkan  lembaga  khusus  Ekonomi  Kreatif  modal 
ventura; dan/atau

d. memfasilitasi  skema  pembiayaan  berbasis  kekayaan 
intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 14
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(1) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b dapat berupa:

a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; 
dan/atau

b. penawaran  efek  melalui  layanan  urun  dana  berbasis 
teknologi informasi.

(2) Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan 
penawaran efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

(1) Skema  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  huruf  d  melalui 
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non bank 
dilakukan melalui:

a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi, 
berupa:

1. fasilitasi  dalam  proses  permohonan  pencatatan  atau 
pendaftaran  Kekayaan  Intelektual  sesuai  dengan 
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang 
kekayaan intelektual; dan

2. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai 
objek jaminan utang;

b. penilaian Kekayaan lntelektual, berupa paling sedikit:

1. pendidikan; dan

2. pelatihan.

(2) Persyaratan  pengajuan  Pembiayaan  berbasis  Kekayaan 
Intelektual paling sedikit terdiri atas:

a. proposal pembiayaan;

b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;

c. memiliki  perikatan  terkait  kekayaan  intelektual  produk 
Ekonomi Kreatif; dan

d. memiliki  surat  pencatatan  atau  sertifikat  kekayaan 
intelektual.
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Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 16

Pemerintah  Daerah  mendorong  tersedianya  infrastruktur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang memadai untuk 
Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 terdiri atas:
a. infrastruktur fisik; dan

b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

(1) Infrastruktur  fisik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 
huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang 
mendukung  pelaksanaan  sebagian  dan/atau  seluruh 
ekosistem Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan 
sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, 
memproses,  menganalisis,  menyimpan,  dan/atau 
mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 19

(1) Pemerintah  Daerah  dapat  mengembangkan  infrastruktur 
Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang 
terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.

(2) Ruang  kreatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling 
sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:

a. ruang pamer;

b. ruang pelatihan; dan

c. ruang kreativitas.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berbentuk fisik maupun virtual.

(4) Pengelolaan ruang kreatif dapat dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah; dan/atau

b. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(5) Pengelolaan ruang kreatif  dilakukan secara  profesional  dan 
dapat dilakukan komersialisasi.
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(6) Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. sumber lainnya yang sah.

(7) Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (4)  huruf  a  dilaksanakan  sesuai  dengan  kemampuan 
keuangan daerah.

(8) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.

(9) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk 
ruang  kreatif  dan  pelaksanaan  penggunaannya  dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang 
bersifat  tidak  menghasilkan  keuntungan  tidak  dibebankan 
biaya.

(11) Ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan ruang kreatif diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 20

(1) Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  pengembangan  sistem 
pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal  9 huruf  e  produk 
Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

(2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan 
Intelektual  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan 
melalui:
a. lisensi;
b. waralaba;
c. alih teknologi;
d. jenama bersama;
e. pengalihan hak; dan/atau
f. bentuk kemitraan lain.

(3) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  digunakan  secara  komersial,  pemilik  dan/atau 
pemegang  hak  mendapatkan imbalan  dalam bentuk  royalti 
atau  bentuk  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

(4) Setiap produk Ekonomi Kreatif  yang dihasilkan oleh Pelaku 
Ekonomi Kreatif di Daerah harus mencantumkan frasa yang 
merepresentasikan Daerah.
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(5) Frasa yang merepresentasikan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

(1) Fasilitasi  yang  diberikan  Pemerintah  Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:

a. bimbingan teknis;

b. pelayanan  perizinan  berusaha  dan/atau  pendaftaran 
terintegrasi secara elektronik;

c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;

d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;

e. bantuan promosi pemasaran;

f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;

g. akses pemasaran;

h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;

i. pendampingan  penghitungan  penilaian  Kekayaan 
Intelektual; dan/atau

j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

(2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 22

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. legalitas usaha;

b. pengelolaan kekayaan lntelektual;

c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan 
tak berwujud; dan/atau

d. pemasaran  produk  Ekonomi  Kreatif  berbasis  Kekayaan 
Intelektual.

Pasal 23

Fasilitasi  pelayanan  perizinan  berusaha  dan/atau  pendaftaran 
terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dan  perizinan  berusaha 
untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang-undangan  mengenai  penyelenggaraan 
perizinan berusaha berbasis risiko;

b. permohonan  pendaftaran  dan  pencatatan  kekayaan 
intelektual; dan/atau

c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk 
Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
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Pasal 24

Fasilitasi  akses  dan/atau  bantuan  pembiayaan  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pemberian insentif; dan/atau

b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

Pasal 25

Fasilitasi  pelayanan  informasi/konsultasi  usaha  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal 
akses  data  dan  konsultasi  usaha  terkait  pemasaran  produk 
Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 26

(1) Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai 

media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

b. penyediaan  program  untuk  mempromosikan  produk 
Ekonomi  Kreatif  berbasis  kekayaan  intelektual  dalam 
perencanaan program Pemerintah Daerah.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menarik 
investasi baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 27

Fasilitasi  penyediaan  sistem  manajemen  kolektif  digital 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. inventarisasi  produk  Ekonomi  Kreatif  berbasis  kekayaan 
intelektual dalam bentuk konten digital;

b. penyusunan daftar  kriteria usaha Ekonomi Kreatif  berbasis 
kekayaan intelektual;

c. penyediaan  platform  untuk  pemasaran  produk  Ekonomi 
Kreatif berbasis kekayaan intelektual; dan/atau

d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah dengan 
sistem  elektronik  Kementerian/Lembaga  yang  memfasilitasi 
pemasaran  produk  Ekonomi  Kreatif  berbasis  kekayaan 
intelektual.

Pasal 28

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) huruf g terdiri atas:

a. prioritas  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  Daerah 
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau

b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola 
Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.
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Pasal 29

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  h 
meliputi  penyediaan  sumber  daya  dan  layanan  untuk 
mempercepat proses pelayanan.

(2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (1)  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  ekosistem 
pemasaran  produk  Ekonomi  Kreatif  berbasis  Kekayaan 
Intelektual.

Pasal 30

Fasilitasi  pendampingan  penghitungan  penilaian  Kekayaan 
Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i 
dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

a. memberikan  bantuan  penghitungan  aset  secara  langsung 
melalui program pendampingan insidental; dan/atau

b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak 
berwujud  pada  usaha  Ekonomi  Kreatif  berbasis  Kekayaan 
Intelektual.

Pasal 31

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum; dan/atau
c. mediasi.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana 
dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  f  kepada  Pelaku  Ekonomi 
Kreatif.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. fiskal; dan/atau

b. nonfiskal.

(3) Insentif  fiskal  bagi  Pelaku  Ekonomi  Kreatif  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berupa:

a. insentif perpajakan daerah; dan/atau

b. insentif retribusi.
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(4) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berupa:

a. penyederhanaan  proses  impor  dan  ekspor  bahan  baku 
dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;

b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;

c. kemudahan  pelayanan  perizinan  berusaha  di  bidang 
Ekonomi Kreatif;

d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau 
pencatatan Kekayaan Intelektual;

e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; 
dan

f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 33

(1) Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  pemanfaatan  kekayaan 
intelektual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  g 
kepada pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi  pencatatan atas hak cipta 
dan  hak  terkait  serta  pendaftaran  hak  kekayaan  industri 
kepada pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 34

Pemerintah  Daerah  melindungi  hasil  kreativitas  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  9  huruf  h  Pelaku Ekonomi  Kreatif  yang 
berupa kekayaan intelektual.

BAB V
TSLP DAN KERJA SAMA

Pasal 35

(1) Badan  usaha  milik  daerah  dan/atau  badan  usaha  swasta 
dapat memberikan dana TSLP kepada sentra-sentra produk 
Ekonomi Kreatif.

(2) Dana TSLP yang  diberikan oleh  perusahaan yang  bergerak 
dibidang internet dilakukan dengan menyediakan layanan jasa 
akses internet kepada sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif.

(3) Mekanisme pelaksanaan pemberian dana TSLP sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai 
peraturan perundang-undangan.
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(4) Sentra-sentra produk Ekonomi Kreatif yang memperoleh dana 
TSLP  harus  memberikan  laporan  atas  penggunaan  dana 
tersebut kepada masing-masing Dinas yang menangani sentra 
ekonomi kreatif.

Pasal 36

(1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah 
dapat  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah 
Provinsi,  lembaga pendidikan,  dunia usaha,  dunia industri, 
jejaring komunitas, dan/atau media.

(2) Dalam  mengembangkan  Ekonomi  Kreatif  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan 
kerja sama internasional.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 37

(1) Pemerintah  Daerah  memfasilitasi  pembentukan  dan 
pemberdayaan  organisasi  atau  asosiasi  berkaitan  dengan 
Ekonomi Kreatif.

(2) Organisasi  atau  asosiasi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) 
merupakan  wadah  berkumpulnya  segenap  pemangku 
kepentingan  Ekonomi  Kreatif  yang  berfungsi  sebagai  mitra 
Pemerintah  Daerah  dalam  pembinaan  dan  pengembangan 
Ekonomi Kreatif.

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  organisasi  atau  asosiasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing organisasi 
atau asosiasi dimaksud.

Pasal 38

(1) Dalam  rangka  pembinaan  dan  pengembangan  Ekonomi 
Kreatif,  Pemerintah Daerah dapat  membentuk tim pembina 
dengan melibatkan unsur PD terkait, dunia usaha, lembaga 
pendidikan, lembaga keuangan, dan unsur terkait lainnya.

(2) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi 
membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan dan 
program pemberdayaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

(1) Pembinaan  usaha  Ekonomi  Kreatif  dapat  dilakukan  oleh 
pejabat atau petugas pembina dari PD terkait dan/atau oleh 
kelompok kerja secara terpadu.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan 
melalui:
a. penetapan pedoman teknis;

b. sosialisasi dan penyuluhan;

c. pelatihan dan bimbingan teknis;

d. advokasi dan konsultasi;

e. fasilitasi dan pendampingan;

f. pemantauan dan evaluasi;

g. peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan;

h. kemudahan layanan/aksesibilitas; dan/atau

i. bentuk-bentuk intervensi kebijakan pemerintahan lainnya.

(3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
pembinaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2).

(4) Pemantauan  dan  evaluasi  atas  pembinaan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Wali Kota.

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada 
pelaku  dan  pengusaha  Ekonomi  Kreatif  yang  berprestasi 
dan/atau  kepada  orang  atau  lembaga  yang  berjasa  dalam 
mengembangkan Ekonomi Kreatif.

(2) Penghargaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat 
diberikan  dalam  bentuk  piagam,  uang  dan/atau  bentuk 
lainnya.

(3) Tata  cara  pemberian  penghargaan  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 41

(1) Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam  pengembangan 
Ekonomi Kreatif.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa:

a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual 
yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan

b. menjaga  dan  melindungi  Kekayaan  lntelektual  yang 
dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan 
yang  berkaitan  dengan  Ekonomi  Kreatif  di  Daerah  masih  tetap 
berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam 
Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun oleh PD yang 
menangani Ekonomi Kreatif bersama PD yang menangani hukum 
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran 
Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Agustus 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ........
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Rachmad Basari, SE, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda

NIP 19690323 199602 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 105 - 5/2025



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan 
informasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif mengandalkan ide dari sumber daya 
manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 
Ekonomi  kreatif  dapat  menjadi  pendorong  pertumbuhan  ekonomi 
berkelanjutan karena ide dan kreativitas adalah sumber daya yang senantiasa 
dapat diperbaharui. Makna kreativitas dapat dilihat sebagai kapasitas atau 
daya upaya untuk menghasilkan sesuatu yang unik dalam menciptakan solusi 
dari suatu masalah.

Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional 
yang  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk 
kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif 
diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang 
melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. 
Secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui 
Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  yang  dilakukan  secara  berkesinambungan 
sehingga  terbentuk  perekonomian  yang  tangguh  dan  mandiri.  Prinsip 
Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan 
dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan 
hidup.

Ekonomi  Kreatif  di  Surabaya  potensinya  sangat  besar  untuk 
dikembangkan, potensi  ini  didukung oleh banyaknya perguruan tinggi  dan 
sekolah-sekolah yang  berkontribusi  di  sektor  tersebut,  Disamping  itu  juga 
terdapat banyak komunitas yang berkaitan dengan industri kreatif,  namun 
sejauh  ini  potensi  tersebut  belum  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal. 
Peraturan  Daerah  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan 
kepahaman para pelaku kreatif tentang nilai ekonomi atas suatu produk dari 
suatu kreativitas belum optimal, serta sinergi yang jelas dan terpadu antar 
lembaga-lembaga pemerintahan dalam menyikapi persoalan tersebut. Dengan 
adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 
dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa”  adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi 
Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b
Yang  dimaksud  dengan  “asas  manfaat”  adalah  bahwa 
pelaksanaan  Ekonomi  Kreatif  mampu  memberikan  manfaat 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
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Huruf c
Yang  dimaksud  dengan  “asas  keadilan”  adalah  bahwa 
pelaksanaan  Ekonomi  Kreatif  menjamin  adanya  kesetaraan 
kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d
Yang  dimaksud  dengan  “asas  berkelanjutan”  adalah  bahwa 
pelaksanaan  Ekonomi  Kreatif  dilakukan  secara  sistematis, 
terencana, dan terus-menerus.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa 
pelaksanaan  Ekonomi  Kreatif  mampu  mencerminkan  dan 
mengembangkan  kearifan  lokal  masyarakat  setempat  serta 
memperhatikan  agama,  suku  dan  golongan,  kondisi  khusus 
daerah,  serta  budaya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan jalur pendidikan formal adalah terbatas 
pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendanaan dan Pembiayaan Ekonomi Kreatif 
adalah pendanaan dan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku 
Ekonomi Kreatif dengan kriteria:
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a. domisili usaha di Daerah dengan melibatkan banyak tenaga kerja, 
talent atau  pendukung  dari  warga  Daerah  dengan 
memprioritaskan yang masuk dalam data Keluarga Miskin;

b. proses  bisnis  memiliki  tujuan  dan/atau  kontribusi  ke 
pertumbuhan ekonomi Daerah;

c. usaha dan/atau produksi:
1. memenuhi aspek legal;
2. telah berjalan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan 

dengan jejak digital atau aktivasi event; dan
3. memiliki  lini  produk dan/atau purwarupa yg telah diterima 

pasar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
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Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif adalah dengan kriteria:
a. domisili  usaha  di  Daerah  dengan  melibatkan  banyak  tenaga 

kerja,  talent atau  pendukung  dari  warga  Daerah  dengan 
memprioritaskan yang masuk dalam data Keluarga Miskin;

b. proses  bisnis  memiliki  tujuan  dan/atau  kontribusi  ke 
pertumbuhan ekonomi Daerah;

c. usaha dan/atau produksi:
1. memenuhi aspek legal;
2. telah berjalan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang ditunjukkan 

dengan jejak digital atau aktivasi event; dan
3. memiliki lini produk dan/atau purwarupa yg telah diterima 

pasar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
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Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
     Cukup jelas.
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